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 Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus 
dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Ada kalanya masyarakat tidak 
memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dalam 
perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat muncullah jasa pembiayaan 
yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.  
 Peranan perbankan yang sangat strategis dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi 
Indonesia dewasa ini memerlukan pengkajian yang seksama atas konsep-konsep perbankan yang 
selama ini dioperasionalkan, baik secara konseptual maupun dalam aplikasinya, sehingga 
tercipta suatu sistem perbankan yang tangguh di era-globalisasi pada masa yang akan datang. 
Keberadaan Bank Syariah di Indonesia belum sepenuhnya diterima, masih ada sebagian 
masyarakat yang menyamakan dengan bank konvensional  
 Menurut Sofiniyah Ghufron dalam Operasionalnya, bank syariah berada dalam beberapa 
koridor prinsip:  
1. keadilan sebagai ruh dan misi utama. Bank Syariah memberikan bagi hasil 
(mudharabah), transper prestasi dari mitra usaha sesuai dengan hasil kerjanya 
masing-masing dalam proporsi yang adil sesuai dengan fitrah alam. Fitrah  alam 
dan fitrah usaha pada dasarnya harus selalu diupayakan, sedangkan hasilnya tidak 
pasti, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal. Aplikasi prinsip keadilan 
tersebut adalah pembagian keuntungan antara bank dan pengusaha atas dasar 
volume penjualan. Besarnya pembagian keuntungan tergantung kepada besanya 
konstribusi masing-masing. Demikian pula, semakin besar posisi resiko yang 
ditanggung, maka hasil yang diperoleh semakin tinggi. 
2. kemitraan. Posisi nasabah, investor, pengguna dana, bank berada dalam 
kedudukan yang sejajar sebagai mitra. Kinerja keras dan waktu mendapatkan 
tempat yang sepadan dengan faktor modal. 
3. transparansi. Transparansi adalah faktor yang inheren dalam sistem perbankan 
syariah. Melalui laporan keuangan yang terbuka secara berkesinambungan, 
nasabah dapat dengan segera mengetahui tingkat keamanan dana, situasi dunia 
usaha, kondisi perekonomian bahkan kualitas manajemen bank. 
4. universal dalam kemitraan. Bank syariah harus menjadi alat yang ampuh untuk 







1. Bagaimana pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan dengan akad 
mudharabah  pada   PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen ? 
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2. Apa hambatan pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan dengan akad 
mudharabah dan bagaimana solusinya pada  PT. Bank Pembiayaan Rakyat 




1. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam kegiatan Pembiayaan 
dengan akad mudharabah pada PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati 
Sragen ? 
2. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan 
dengan akad mudharabah dan bagaimana solusinya pada  PT. Bank Pembiayaan 




1. Sebagai syarat mendapat gelar MH pada Program Pasca Sarjana S2 Ilmu Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif bagi 
pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perbankan syariah 






n PRINSIP BAGI HASIL 
  
Bagi hasil adalah konsep yang paling lazim dan tidak ada keraguan didalamnya, 
dan hampir seluruh ulama sepakat dengan transaksi bagi hasil. Akad berpola bagi hasil 
(mudharabah dan musyarakah) pada prinsipnya merupakan suatu transaksi yang 
mengupayakan suatu nilai tambah (added velue) dari suatu kerja sama antar pihak dalam 
memproduksi barang dan jasa. 
Dalam perjanjian kontrak bagi hasil, jumlah yang menjadi dasar pembagian dapat 
berpariasi: berdasarkan profit ( dan loss) atau revenue. Pada situasi ketika standar akunting 
sudah dapat diterapkan secara baik, penerapan profit and loss  akan semakin mudah 
diterapkan. Sebaliknya, jika standar akuntasi belum dapat diimplementasikan dengan baik, 
maka kedua belah pihak akan akan berpotensi untuk menghadapi perselisihan akibat 
perbedaan persepsi yang terjadi. 
Pada transaksi berbasis revemue sharing, pendapatan pemegang modal hanya 
bergantung pada tingkat ketidak pastian usaha sementara tingkat pendapatan bagi mudharib 
akan tergantung pada tingkat ketidak pastian dari kondisi usaha serta biaya-biaya yang 
timbul dalam proses realisasi kegiatan usaha tersebut.  
 




  Mudharabah murupakan wahana utama bagi lembaga keuangan Islam untuk 
memobilisasi  dana  masyarakat  dan  untuk  menyediakan   berbagai   fasilitas, antara lain 
fasilitas pembiayaan, bagi para pengusaha. Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan 
berdasarkan syariah, yang juga digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan Islam, 
yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan. 
 Mudharabah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan sekurang-kurannya 2 (dua) 
pihak yaitu: 
1. Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang 
memerlukan pembiayaan; pihak tersebut disebut Shahib Al-mal (atau shahibul mal) atau 
rabb Al-mal. 
2. Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang 
dibiayai dengan modal dari shahib Al-mal (atau shahibul mal); pihak tersebut disebut 
mudharib. 
TEORI BEKERJANYA HUKUM 
 
 Hukum hadir untuk mengatur kehidupan masyarakat agar terjadi keseimbangan antara 
hak dan kewajiban. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup 
di masyaakat, adanya keseimbangan antara hukum formal dengan hukum yang hidup di 
masyarakat, atau kepentingan penguasa dengan kepentingan masyarakat. 
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 Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa ada dua macam fungsi hukum yang berdampingan 
satu sama lain adalah: 
1. fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial, dan 
2. sabagai sarana untuk melakukan social engineering 
 Fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial yaitu hukum sekedar menjaga agar 
setiap orang menjalankan peranannya sebagaimana yang telah ditentukan atau di harapkan. 
Perubahan sosial yang terjadi akan berpengaruh pula terhadap bekerjanya mekanisme 
pengendalian sosial ini.  
 Fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (merubah 
masyarakat) yakni di sini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola 
kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk 
mengarahkan kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang di 
pandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola pola kelakuan baru. Penggunaan hukum untuk 
melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat berhubungan erat dengan konsep 
penyelenggaraan kehidupan sosial ekonomi dalam masyarakat. 
 
PERJANJIAN PEMBIAYAAN DALAM ISLAM 
 
1. Hukum perjanjian dalam Islam 
 
Menurut Syamsul Anwar istilah perjanjian disebut ”akad” dalam hukum Islam. 
Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk 
melakukanatau tidak melakukan perbuatan tertentu  
Prof. Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan akad sebagai perikatan antara ijab dan 
qobul dengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan keridhaan antara kedua 
belah pihak.  
Menurut Tahir Azhary hukum perjanjian Islam adalah merupakan seperangkat 
kaidah hukum yang bersumber dari Al Quran, Hadits, dan Ra'yu (Ijtihad) yang mengatur 
tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan 
menjadi objek suatu transaksi. Ahmad Azhar Basyir memberikan definisi akad adalah 
suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang 
menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objek. Ijab adalah pernyataan pihak 
pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang kabul adalah pernyataan pihak 
kedua untuk menerimanya. 
n Syarat dan Rukun Perjanjian/Kontrak (Akad) dalam Islam 
  
 Dalam melaksanakan suatu akad terdapat rukun dan syarat yang harus 
dipenuhi, hal ini dilakukan agar akad yang dilakukan sah menurut hukum. 
Sedangkan syarat mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan sesuatu yang 
esensi sebagaimana hal yang tersebut pada rukun. 
 
n Syarat Akad 
 Menurut Suhendi Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam 
berbagai macam akad: 
 
 xv 
1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad 
orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang dibawah 
pengampuan (mahjur) karena boros atau yang lain. 
2. Yang dijadikan akad dapat menerima hukumnya. 
3. Akad itu diijinkan oleh syara’ dilakukan oleh orang lain yang mempunyai 
hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang 
4. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara’ seperti jual beli 
mulasamah. 
5. Akad dapat memberikan fardah sehingga tidaklah sah bila rahn dianggap 
sebagai imbangan amanah. 
6. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka bila 
orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka 
batallah ijabnya. 
7. Ijab dan kabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab 
sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal. 
 
n Rukun Perjanjian/Kontrak (Akad) 
 
 Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang rukun kontrak, sebagian 
mereka mengatakan rukun kontrak adalah al-aqidain, mahallul ’aqad, dan al-
aqad. Komponen yang yang harus dipenuhi dalam pembentukan kontrak (akad): 
 
1. Ijab qabul (Shigat kontrak) 
 Formulasi ijab qabul dalam suatu kontrak dapat dilaksanakan 
dengan ucapan lisan, tulisan atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu 
berbicara atau menulis. 
2. Mahal al ’aqd (Obyek kontrak) 
 Obyek hukum dalam muamalah jangkaunnya sangat luas, 
bentunyapun berbeda-beda satu dengan yang lain. Dalam kontrak jual beli 
obyeknya adalah barang yang diperjual belikan dan termasuk harganya. 
Dalam kontrak gadai obyeknya adalah barang gadai dan utang yang 
diperolehnya. Dalam kontrak sewa menyewa obyek kontraknya adalah 
manfaat yang disewa seperti tenaga manusia, rumah dan tanah. Dalam 
kontrak bagi hasil, obyeknya adalah kerja petani/pedagang/pengusaha dan 
hasil yang akan diperolehnya. 
3. Pihak-pihak yang melaksanakan kontrak (al’Aqidain) 
 Pihak-pihak yang melaksanakan akad kontrak disebut dengan 
subyek hukum yang mengandung hak dan kewajiban, Subyek hukum 
dapat manusia dan badan hukum. 
4. Maudhu’ul ’Aqd (Tujuan kontrak dan akibatnya) 
 Tujuan kontrak merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 
sebuah kontrak yang dilaksanakan. Dalam hukum Islam yang dimaksud 
dengan maudhu’ul ’Aqd (tujuan kontrak) adalah untuk apa suatu kontrak 
dilakukan (al maqshad al ashli alladzi syariah al ’aqd min ajlih) oleh 
seseorang dengan orang lain dalam rangka melaksanakan suatu muamalah 
antara manusia dan yang menentukan akibat hukum dari suatu kontrak 
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adalah al musyarri (yang menetapkan syariat) yakni Allah sendiri. 
Dengan kata lain, akibat hukum dari suatu kontrak harus diketahui  
melalui syara’ dan harus sejalan dengan kehendak syara’. Atas dasar ini 
semua kontrak yang tujuannya bertentangan dengan syara’ (hukum Islam) 
adalah tidak sah dan oleh karena itu tidak menimbulkan akibat hukum.
  
n Asas-asas Kontrak/Perjanjian dalam Hukum Islam 
 Dalam Perdata Islam telah menetapkan beberapa asas kontrak/perjanjian, 
jika asas-asas ini tidak terpenuhi dalam melaksanakan kontrak, maka 
berakibatbatalnya atau tidak sahnya kontrak yang dibuat. Menurut Fathurrahman 
Djamil setidak-tidaknya ada 5 (lima) macam asas yang harus ada dalam suatu 
kontrak, sebagai berikut: 
1. Kebebasan (Al Hurriyah) 
 Pihak yang melakukan kontrak mempunyai kebebasan untuk 
melakukan suatu perjanjian, baik tentang obyek perjanjian maupun 
syarat-syaratnya 
2. Persamaan dan kesetaraan (Al Musawah) 
 Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang 
melakukan kontrak  mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara 
satu dengan yang lain 
3. Keadilan (Al ’Adalah) 
 Pelaksanaan asas ini dalam kontrak dituntut untuk berlaku benar 
dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang 
telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajibannya, 
tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa 
merugikan pihak lain yang terlibat dalam kontrak tersebut. 
4. Kerelaan (Al Ridha) 
 Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh 
para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang 
membuatnya. Kerelaan para pihak yang berkontrak adalah jiwa setiap 
kontrak Islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi.  
5. Tertulis (Al Kitabah) 
 Asas lain dalam melakukan kontrak adalah keharusan untuk 
melakukan secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian 
hari. 
n Tinjauan Tentang Pembiayaan  
a. Pembiayaan Pada Umumnya 
  Kegiatan usaha perbankan Syariah yang diatur dalam Undang-
undang No. 21 Tahun 1998 meliputi: 
1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk akad mudharabah, akad  
musyarakah. 
2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli 
dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik. 
3) Transaksi  jual beli dalam bentuk piutang Akad Murabahah, akad 
salam, akad istishna. 
4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qordh. 
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5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 
multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank 
Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak 
yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan 
dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan 
(ujrah), tanpa imbalan, atau bagi hasil. 
n Fungsi pembiayaan yang diberikan bank syariah atau lembaga keuangan syariah 
kepada masyarakat adalah : 
 
1) Meningkatkan daya guna uang  
2) Meningkatkan daya guna barang  
3) Meningkatkan peredaran uang 
4) Menimbulkan kegairahan berusaha  
5) Stabilitas ekonomi 
6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional  
7) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional. 
Menurut sifat penggunaanya pembiayaan dapat dibagi dua hal berikut: 
n Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk kebutuhan 
produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha 
produksi, perdagangan, maupun investasi. 
n Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk 
mememuhi kebutuhan. 
Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal 
berikut: 
a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: 
 Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil 
produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu 
hasil produksi. 
 Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place 
dari suatu barang. 
b) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang 
modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan 
itu. 
b. Pembiayaan Mudharabah 
1)  Pengertian Mudharabah 
 Mudharabah berasal dari kata dharb, yang berarti memukul atau 
berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah 
proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. 
Mudharabah atau qiradh disebut juga perjanjian bagi hasil, yaitu berupa 
kemitraan terbatas adalah perseroan antara tenaga dan harta, seseorang 
(pihak pertama/supplier/pemilik modal/mudharib) memberikan hartanya 
kepada pihak lain (pihak kedua/pemakai/pengelola/dharib) yang 
digunakan untuk berbisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) 
yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan 
kesepakatan. Bila terjadi kerugian, maka ketentuannya berdasarkan syara’ 
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bahwa kerugian dalam mudharabah dibebankan kepada harta, dan tidak 
dibebankan sedikitpun kepada pengelola, yang bekerja. 
Secara tehnis mudharabah   adalah akad kerja sama usaha antara dua 
pihak dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediankan seluruh 
(100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudarib). 
Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang 
dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh 
pemilik modal, selama  kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola 
 Secara garis besar, mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu: 
1. Mudharabah muthlaqah (General Investment) 
 Dalam prinsip ini hal utama yang menjadi cirinya adalah 
shohibul maal tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang 
diinvestasikannya atau dengan kata lain, mudharib diberi wewenang 
penuh mengelola tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha dan jenis 
pelayanannya. Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini 
adalah tabungan dan deposito berjangka. 
2. Mudharabah Muqayyadah (Special Investment) 
Pada jenis akad ini, shohibul maal memberikan batasan 
atas dana yang di investasikannya. Mudharib hanya bisa mengelola 
dana tersebut sesuai dengan batasan jenis usaha, tempat dan waktu 
tertentu saja. Aplikasinya dalam perbankan adalah special 
investment based on restricted mudharabah. Model ini dirasa sangat 
cocok pada saat krisis dimana sektor perbankan mengalami kerugian 
menyeluruh. Dengan special investment investor tertentu tidak perlu 
menaggung overhead bank yang terlalu besar karena seluruh 
dananya masuk proyek khusus dengan return dan cost yang dihitung 
khusus pula. 
1) Hukum Mudharabah dan dasar hukumnya. 
 Akad  mudharabah dibolehkan dalam Islam, karena 
bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan 
seorang pakar dalam memutar uang. Dalam Al Qur’an surat Al 
Baqarah, 2: 198 artinya: 
’Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil 
perdagangan) dari Tuhanmu.........” 
2) Rukun dan Syarat Mudharabah 
 Terdapat perbedaan pandangan ulama Hanafiyah dengan 
jumhur ulama dalam menetapkan rukun akad mudharabah, 
adapun syarat-syarat mudharabah, sesuai dengan rukun yang 
dikemukaan jumhur ulama adalah: 
a) Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi 
haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap 
diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang 
yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik 
modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga 
berlaku bagi pengelola modal dalam akad mudharabah. 
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b) Yang terkait dengan modal, disyaratkan: (a) berbentuk uang, 
(b) jelas jumlahnya, (c) tunai, dan (d) diserahkan sepenuhnya 
kepada pedagang/pengelola modal. Oleh sebab itu, jika 
modal itu berbentuk barang, menurut para ulama fiqh tidak 
dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. 
Demikia juga halnya dengan utang, tidak boleh dijadikan 
modal mudharabah. Akan tetapi, jika modal itu berupa 
wadi'ah (titipan) Pemilik modal pada perdagangan, boleh 
dijadiknn modal mudharabah. Apabila modal itu tetap 
dipegang sebagiannya oleh pemilik modal, dalam artian 
tidak diserahkan seluruhnya, menurut ualama Hanafiyah, 
Malikiyah dan syafi’iyah, akad mudharabah tidak sah. Akan 
tetapi ulama Hambali menyatakan boleh saja sebagaian 
modal itu berada di tangan pemilik modal, asal tidak 
menggangu kelancaran usaha itu. 
c) Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa 
pembagaian kuuntungan harus jelas dan bagian masing-
masing diambil dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, 
sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan 
tidak jelas, menurut Hanafiyah, akad itu fasid (rusak). 
Demikian juga halnya apabila pemilik modal mensyaratkan 
bahwa kerugian ditanggung bersama, menurut ulama 
Hanafiyah, syarat seperti ini batal dan kerugian tetap 
ditanggung oleh pemilik modal.  
1) Berakhirnya akad Mudharabah 
 Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad mudharabah 
dinyatakan batal dalam hal-hal sebagai berikut: 
a) Masing-masing pihak menyatakan akad batal, atau pekerja 
dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang 
diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya. 
b) Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik 
modal yang wafat, menurut jumhur ulama, akad itu batal, 
karena akad mudharabah sama dengan akad wakalah 
(perwakilan) yang gugur disebabkan wafatnya orang yang 
mewakilkan. Disamping itu jumhur ulama berpendapat bahwa 
akad mudharabah tidak boleh diwariskan. Akan tetapi ulama 
Malikiyah berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad 
meninggal dunia akadnya tidak batal, tetapi dilanjutkan oleh 
ahli warisnya karena menurut mereka akad mudharabah boleh 
diwariskan. 
c) Salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan bertindak 
hukum, seperti gila, karena orang gila tidak cakap lagi 
bertindak huku. 
d) Jika pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut 
Imam Abu Hanifah, akad mudharabah batal. 
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e) Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dimanaj oleh 
pekerja. Demikian juga halnya, mudharabah batal apabila 
modal itu dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada 
lagi yang boleh dimanaj (manage) oleh pekerja. 
F. BAGI HASIL DAN RESIKO  
  
  Istilah bagi hasil sebenarnya bukan hal baru dalam kegiatan ekonomi di 
Indonesia. Sistem bagi hasil sudah di kenal sejak dahulu melalui bagi hasil pertanian yang 
dilakukan oleh penggarap dan pemilik lahan. Bagi hasil sendiri menurut terminologi asing 
(Inggris) di kenal dengan profit sharing. Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah 
bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah 
adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (total revenue) suatu perusahaan lebih 
besar dari biaya total (total cost). 
  Di dalam istilah lain profit sharing adalah perlindungan bagi hasil didasarknn 
kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang 
dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang 
sering dipakai adalah profit and loss sharing, di mana hal ini dapat diartikan sebagai 
pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah 
dilakukan. 
  Resiko ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian 
diluar kesalahan salah satu pihak.. Persoalan resiko berpokok pangkal pada terjadinya suatu 
peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak mengadakan perjanjian. Dengan kata lain 
disebabkan oleh keadaan memaksa. Dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 1237 yakni: 
"dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu 
semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang".  
Adapun jenis-jenis resiko adalah: 
 
1. Resiko pembiayaan 
 Resiko pembiayaan adalah resiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan 
counterparry dalam memenuhi kewajibannya. Resiko ini mencakup resiko terkait 
produk dan resiko terkait pembiayaan korporasi. 
2. Resiko pasar 
 Resiko pasar adalah resiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki 
oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar berupa suku bunga dan nilai tukar. 
Resiko ini terdiri ini terdiri dari resiko tingkat suku bunga, resiko pertukaran mata 
uang, irisiko harga dan risiko likuiditas. 
3. Resiko operasional 
 Resiko operasional adalah resiko yang antara lain disebabkan oleh ketidak 
cukupan atau tidak berfungsinya proses internal, human error, kegagalan system atau 
adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Resiko ini tendiri dari 
resiko reputasi, resiko kepatuhan,: resiko, transaksi, resiko strategis dan resiko hukum. 
Adapun dampak resiko operasional ini adalah: 
• Penarikan besar besaran terhadap Dana Pihak Ketiga, 
• Timbul masalah likuiditas 
• Ditutup oleh Bank Indonesia  
• Kebangkrutan. 
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Secara teoritis ada kekawatiran apabila dalam pembiayaan mudharabah terjadi 
kerugian yang tidak disebabkan kelalaian, kesalahan manajemen, atau pelanggaran pihak 
debitur terhadap ketentuan akad. Dengan adanya kekhawatiran tersebut diatas maka Bank 
Syariah dalam syarat pembiayaan Mudharabah mewajibkan adanya jaminan. 
Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur yang diserahkan oleh 
debitur untuk menimbulkan keyakinan dan menjamin bahwa debitur akan memenuhi 




  Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya 
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan Bank syariah adalah bank yang 
menjalankun kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas 
Bank umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 
 Adapun yang dimaksud Bank Pembiayaan Rakyat Syriah yang selanjutnya disebut BPRS 
adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 
21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dan bentuk badan hukum BPRS adalah Perseroan 
Terbatas. 




   
  









UU No. 21 Th 2008 UU Perbankan Syariah 
Menghimpun Dana 
Menyalurkan Dana 
Tabungan   Deposito   Jual Beli Bagi Hasil Multi Jasa 
Mudharabah Musyarakah  





Metode merupakan salah satu faktor penting untuk memberi arahan dan pedoman 
dalam memahami suatu obyek penelitian, sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik 
dan lancar sesuai dengan perencanaan yang diharapkan. Dengan adanya metode penelitian 
maka diharapkan peneliti dapat memperoleh hasil yang berbobot dan bernilai sehingga 
dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini metode  diartikan suatu cara untuk 
memecahkan suatu masalah yang ada dengan mengumpulkan, menyusun, 
mengklarifikasikan dan menginterprestasikan data. 
Penelitian merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, 
karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, 
metodologis dan konsisten. 
1. Jenis Penelitian. 
Dalam penelitian hukum, metode yang digunakan tergantung pada konsep apa 
yang dimaksud dengan hukum. Mengikuti pendapat Soetandyo Wignyosoebroto ada 
lima konsep hukum yaitu. 
a. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku 
universal; 
b. Hukum adalah norma-norma positif didalam system perundang-undangan hukum 
nasional; 
c. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim inconcreto dan tersismatisasi 
sebagai judge made law; 
d. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variable 
sosial yang empirik; 
e. Hukum adalah manisfestasi makna-makna simbolik pada perilaku sosial sebagai 
tampak dalam interaksi antar mereka. 
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Penelitian ini mendasarkan hukum yang dilakukan dengan pendekatan non 
doktrinal atau pendekatan sosiologis. Hal ini disebabkan karena di dalam penelitian ini, 
hukum tidak hanya diartikan atau dikonsepkan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-
kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula 
lembaga-lembaga dan proses yang mewujudkan berlakunya. Jadi pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan socio legal, yaitu yang memandang 
hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang 
menjadi teks Undang-Undang (law in books), akan tetapi juga melihat bagaimana hukum 
berinteraksi dengan masyarakat (law in action). Sehubungan dengan permasalahan yang 
diangkat adalah Pelaksanaan prinsip hagi hasil dalam pembiayaan dengan akad mudharbah 
dan hambatannya pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen, maka 
diharapkan akan diperoleh pemahaman yang integral dari aspek hukum baik hukum Islam 
maupun hukum nasional.  
Berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, maka penulis memakai konsep 
hukum yang ke 5 (lima) yaitu hukum merupakan manisfestasi makna-makna simbolik para 
perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. 
Dengan adanya metode penelitian maka diharapkan peneliti dapat memperoleh 
hasil yang berbobot dan bernilai sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini 
metode  diartikan suatu cara untuk memecahkan suatu masalah yang ada dengan 
mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikan dan menginterprestasikan data.  
2 Lokasi penelitian; 
Penelitian ini akan dilaksanakan pada PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
Sukowati Sragen sebagai bank yang menerapkan bank syariah murni. Dipilihnya 
lokasi penelitian di Kabupaten Sragen, karena didasarkan pada pertimbangan-
pertimbangan sebagai berikut: pertama Penduduk Kabupaten Sragen mayoritan 
beragama Islam. Kedua, PT. BPRS Sukowati Sragen merupa Bank yang menerapkan 
prinsip syariah. 
3. Sumber data; 
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Penelitian ini membutuhkan dua jenis data dari sumber yang berbeda yaitu: 
a. Sumber Data Primer, Penentuan sample  dilaksaakan dengan memakai teknikpurposive 
sampling yaitu pengambilan subyek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah 
tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Sehingga  subyek penelitian dipilih 
berdasarkan keterlibatan mereka dalam proses pembiayaan murabahah pada Bank 
Muamalat Indonesia Cabang Surakarta. Penelitian tersebut dilakukan terhadap 
responden, yakni pihak – pihak yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti. 
Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara, dokumentasi, 
maupun observasi yang diperoleh dari dari semua pihak yang terkait langsung dengan 
permasalahan yang menjadi obyek penelitian, 1). Direktur PT. BPRS Sukowati Sragen; 
2). Kepala Bagian Marketing; 3). Karayawan ; 4). Tokoh Agama; 5). Nasabah 
Mudharabah 
b. Data sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan bahan pustaka, yang meliputi 
dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang undangan (hukum 
positif di Indonesia), maupun Al Qur'an, Hadist, Ijma dan Qiyas para Ulama yang 
merupakan sumber hukum dalam Islam, termasuk didalamnya berbagai keputusan 
keputusan yang dikeluarkan oleh organisasi kemasyarakatan Islam baik yang 
berskala Lokal, Nasional, maupun internasional, hasil hasil penelitian, artikel 
artikel ilmiah, buku buku (literatur), dokumen-dokumen resmi, arsip-arsip dan 
data statistik tentang perkembangan pembiayaan bagi hasil perbankan syariah.
  
 Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, 
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Data sekunder yang digunakan 
dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari: 
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti: 
1. Al Qur'an, Assunah, Ijma' dan Qiyas sebagai sumber hukum islam. 
2. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-
undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 
3. Undang undang No 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. 
4. Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 
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5. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/23/PBI/2009 tentang BPRS. 
6. Fatwa  Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000  
7. Berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia 
8. Perda Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2009 tentang PT. BPRS 
Sukowati Sragen 
b.  Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan 
bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan 
hukum primer, yaitu buku-buku hukum seperti Hukum perbankan, hukum 
perbankan syariah, hukum ekonomi, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan artikel 
artikel. 
c.  Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tetang 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus-kamus, dan 
ensiklopedi. 
4. Teknik pengumpulan data; 
Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui 3 
(tiga) cara yaitu, melalui observasi, wawancara (intervew) dan studi kepustakaan 
(liabrary research): 
a  Pada tahap observasi: Merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung dari 
obyek penelitian. Penulis melakukan penelitian di PT. BPRS Sukowati Sragen 
kemudian mencatat dan mencocokan dengan teori agar tercapai sasaran penelitian. 
Cara ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan adanya beberapa hal yang tidak 
sempat peneliti tanyakan ataupun tidak terjawabnya pertanyaan pada saat wawancara 
dilakukan, sehingga peneliti bisa mendapatkan data yang lengkap. 
b. Pada tahap wawancara (intervew): Dalam studi lapangan ini penulis melaksanakan 
kegiatan wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan 
keterangan secara lisan dari sorang responden dengan bercakap–cakap secara 
langsung. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang 
kehidupan manusia serta pendapat mereka. Secara teknik ada dua jenis teknik 
wawancara, yaitu wawancara terpimpin (terstruktur) dan wawancara dengan teknik 
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tidak bebas (tidak terstruktur) yang disebut wawancara mendalam (in-depth 
interviewing).  
Metode wawancara yang dilakukan oleh penulis ini adalah metode campuran dengan 
menggabungkan metode terpimpin dengan metode bebas ( tidak terstruktur) dengan 
cara penulis membuat pedoman wawancara yang nantinya akan dikembangkan secara 
bebas sesuai dengan kebutuhan data yang ingin penulis peroleh. 
Untuk mendapatkan data yang penulis perlukan, antara lain penulis melakukan 
wawancara dengan Direktur Utama Ir Sunaryo, Direktur Operasional Fakhruddin Nur, 
S.Si  dan Kepala Bagian Marketing Cahyo Saputro 
c. Studi kepustakaan (liabrary research:) Dalam studi ini penulis mengumpulkan data 
dengan cara membaca, memahami dan mengumpulkan bahan – bahan hukum yang 
akan diteliti, yaitu dengan membuat lembar dokumen yang berfungsi untuk mencatat 
informasi atau data dari bahan – bahan hukum yang diteliti yang berkaitan dengan 
masalah penelitian yang sudah dirumuskan. 
5. Teknik analisis data 
Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini 
analisa yang digunakan adalah sebagai berikut: 
a. Rekdusi data (data reductiaon) 
Berupa membuat singkatan, coding, memusatkan tema, membuat batas-batas 
permasalahan. Proses ini berlangsung sampai dengan laporan penelitian selesai 
ditulis. Rekduksi data merupakan bagaian dari analisis yang mempertegas, 
memperpendek, membuat focus sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. 
b. Penyajian data (data display). 
Suatu rakitan organisai informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat 
dilakukan. Dengan melihat suatu penyajian data, peneliti akan mengerti apa yang 
terjadi dalam bentuk yang utuh. 
c. Penarikan kesimpulan (Conclusi data) 
Dari awal pengumpulan data, peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-
hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, 
pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, 
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dan proposisi-proposisi peneliti yang kompeten memegang berbagai hal tersebut 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
1.  Sejarah PT. BPRS Sukowati Sragen 
a. Sejarah Berdirinya PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen 
b. Dasar hukum PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen  
c. Visi dan Misi  
d. Struktur Organisasi PT BPRS Sukowati Sragen  
e. Produk PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen 
f. Program unggulan 
g. Mitra kerja 
h. Perkembangan data keuangan 
2. Pelaksanaan Prinsip Bagi Hasil dalam pembiayaan dengan akad mudharabah dan 
Hambatanya pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen 
 
a. Akad dalam kegiatan pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
Sukowati Sragen  
  Diantara akad yang digunakan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
Sukowati Sragen diantaranya bagi hasil dengan akad Mudharahah  
al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak 
pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak 
kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut 
kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh 
pemilik modal selama kegiatan itu bukan akibat kelalaian pihak pengelola 
(mudharib).   
  Seandainya kerugian tersebut diakibatkan karena kecurangan atau 
kelalaian mudharib, maka mudharib harus bertanggung jawab terhadap kerugian 
tersebut. Dalam pelaksanaannya di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati 
Sragen akad mudharabah ini dilakukan dengan mudharabah muqayyadah yaitu 
kerja sama antara shahibul maal sebagai pemilik modal dengan mudharib sebagai 
pengelola modal dimana jenis usaha waktu dan daerah bisnisnya dibatasi berdasarkan 
ketentuan yang disepakati.  
b. Prinsip Bagi Hasil dalam pembiayaan dengan akad mudharabah pada PT. 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen. 
   
  Dari hasil penelitian di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati 
Sragen dana untuk pembiayaan belum terlalu signifikan apabila dibandingkan 
dengan kegiatan murabahah atau jual beli. 
 Berikut ini pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati 
Sragen pada perode Desember 2009. 
1. Mudharabah Rp 131.066.665, 
2. Murabahah Rp. 16.033.520.303,-  
3. Musyarakah Rp.600.000.000,- 
4. Multi jasa Rp.164.874.995,- 
5. Qord Rp.100.000.000,- 
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Dari hasil penelitian terungkap bahwa rendahnya Pelaksanaan pembiayaan bagi 
hasil ini disebabkan beberapa faktor yaitu: 
1. sulit mencari dan mendapatkan nasabah yang jujur, berkarakter baik, 
berintegrasi tinggi, dan pekerja keras, 
2. tingginya resiko yang harus ditanggung oleh pihak bank, 
3. masih kurangnya teknologi pembiayaan dengan menggunakan sistem bagi hasil 
4. masih kurangnya Sumber daya Manusia di PT. Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah Sukowati Sragen yang mengerti masalah pembiayaan dengan prinsip 
bagi hasil. 
5. sikap masyarakat yang masih menganggap produk perbankan syariah sama saja 
dengan perbankan konvensional, 
6. ketidak efektifanya pembiayaan bagi hasil, dan 
7. tidak adanya standar moral dalam pelaksanaan pembiayaan bagi hasil  
c. Tahapan-tahapan dalam Pelaksanaan kontrak Pembiayaan di PT. Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen 
 
1) Tahapan pranegosiasi 
2) Tahapan Negosiasi 
3) Tahapan inisiasi kontrak 
4) Tahapan penandatangan kontrak. 
 
d. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah dalam kegiatan pembiayaan 
dengan akad mudharabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
Sukowati Sragen 
  Hubungan antara Mudharib dengan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
Sukowati Sragen adalah sifatnya kemitraan  
 Hubungan hukum ini akan menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing 
pihak yang mengadakan perjanjian akad. 
 
e. Sistem bagi hasil dalam pembiayaan dengan akad mudharabah pada PT. 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen. 
  Dari hasil penelitian penulis besarnya bagi hasil di perbankan di PT. Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen adalah tergantung kesepakatan 
antara bank dengan nasabah bukan berdasarkan porsi setoran modal, seperti 60 % 
untuk bank dan 40 % untuk nasabah, 70 % untuk bank dan 30 % untuk nasabah, 
atau bahkan nasabah lebih besar dari pada bank. Kegiatan bagi hasil di dasarkan 
pada proyeksi-proyeksi atau asumsiasumsi yang terjadi berdasarkan kondisi rill di 
lapangan  
  Adapun cara penentuan bagi hasil yang di lakukan PT. Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah Sukowati Sragen adaiah dengan revenue sharing (bagi hasil), 
artinya bagi hasil dari pendapatan kotor usaha selama 1 (satu) bulan sebelum di 
kurangi dengan biaya biaya selama operasianal selama satu bulan. Hal ini di 
maksudkan supaya ada yang dibagi hasilkan antara bank dengan nasabah, karena 
tidak tertutup kemungkinan bank tidak mendapatkan dalam satu keuntungan sama 
sekali.  
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f. Sistem Jaminan dalam Pembiayaan dengan akad mudharabah pada PT. Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen 
  Jaminan merupakan upaya untuk memberikan kepastian kepada bank 
bahwa mudharib akan membayar segala kewajibannya  
  Dari hasil penelitian penulis di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
Sukowati Sragen bahwa jaminan itu merupakan bukan sesuatu yang mutlak harus 
ada namun diperioritaskan adanya jaminan, artinya nasabah harus menyediakan 
jaminan untuk bisa mendapatkan pembiayaan dari perbankan 
3. Hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Prinsip bagi Hasil dalam pembiayaan 
dengan akad mudharabah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati 
Sragen 
 
Wawancara tanggal 25 Januari 2010 di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
Sukowati Sragen ditemukan beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan yang 
diangkat dalam penelitian ini. Beberapa faktor yang menjadi hambatan PT. Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah Sukoawati Sragen dalam Pelaksanaan prinsip Bagi Hasil 
dalam pembiayaan dengan akad mudharabah secara umum dapat dibagi dalam dua 
faktor yaitu faktor yang bersifat internal dan faktor yang bersifat ekternal1. 
a. Faktor internal 
1) Sumber daya manusia 
Keahlian dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola 
PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen sangat penting dalam 
rangka berkompetisi dengan lembaga pembiayaan lain. Personal SDM yang 
menguasai dan memahami tentang perbankan syariah khususnya system bagi 
hasil dan resiko pada bank syariah sangat terbatas sehingga selama ini kendala 
di bidang sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan dalam 
opeasionalnya. 
2) Tehnologi 
System informasi dan teknologi yang ada PT. Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah Sukowati Sragen di rasa masih kurang sehingga dalam penerapan 
pembiayaan bagi hasil masih kesulitan dalam menghitung dan memonitor 
besarnya keuntungan dan kerugian dari pembiayaan yang di kucurkan oleh 
PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen. 
b. Faktor eksternal 
1) Nasbah sama sekali tidak berprestasi 
Dalam hal ini debitur sama sekali tidak memberikan prestasi. Hal itu 
disebabkan karena memang nasabah memang tidak mau berprestasi atau bisa 
juga disebabkan karena memang nasabah tidak mungkin berprestasi lagi, atau 
secara subyektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi. 
2) Perilaku Masyarakat. 
Perilaku masyarakat yang masih menganggap produk bank syariah sama 
saja dengan bank konvensional juga menjadi kendala dalam Pelaksanaan 
prinsip bagi hasil. Padahal bank syariah memiliki karakteristik yang sangat 
berbeda dengan bank konvensional. 
                                                 
1 Wawancara dengan Bpk Fahruddin Nur, S.Si Direktur Operasional tanggal 25 Januari 2010 
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3) Dewan Syariah Nasional 
Dewan Syariah Nasional disamping berfungsi sebagai pengawas kegiatan 
perbankan syariah juga berfungsi mengeluarkan fatwa-fatwa yang 
diperlukan sebagai referensi bagi kegiatan operasional dan transaksi-
transaksi serta prinsip-prinsip yang di gunakan dalam sistem perbankan dan 
keuangan syariah yang diperlukan untuk menjamin agar Undang-undang 
perbankan dan peraturan pelaksananya benar-benar di laksanakan sesuai 
dengan prinsip syariah. Lembaga ini juga melakukan audit kesyariatan 
terhadap keuangan syariah. Bahwa baru ada fatwa Fatwa Dewan Syariah 
Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/ DSN-MUI/IV/2000 yang 
mengatur tentang pembiayaan mudharabah, namun kenyataannya Dewan 
Syariah Nasional baru ada di Jakarta sehingga sangat sulid untuk 
mengawasi bank syariah yang tersebar di seluruh Indonesia; 
4) Moral nasabah 
Tidak adanya standar moral yang dapat diterapkan dalam pembiayaan 
sehingga ada nasabah yang berbuat curang dengan membuat pembukuan 
ganda dan menyampaikan laporan dengan keuntungan yang lebih rendah 
kepada bank. 
4. Solusi dalam menghadapi kendala operasional di PT. Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah Sukoawati Sragen yaitu: 
a. Setiap Kantor Bank Syariah ditempatkan Dewan Pengawas Syariah yang 
setiap saat bisa mengawasi jalannya perbankan syariah. 
b. Mengharapkan peran serta Pergguruan Tinggi Negeri dan Swasta dalam 
mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam keuangan 
syariah. 
c. Melakukan beberapa training terhadap beberapa pegawai/staf PT. Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen untuk memperdalam pengetahuan 
terhadap manajemen ekonomi syariah. 
d. Melakukan seminar-seminar dan pendekatan terhadap tokoh masyarakat, 
birokrat, dan pengusaha untuk mensosialisasikan PT. Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah Sukoawati Sragen dan produk yang ada di PT. Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah Sukoawati Sragen. 
e. Untuk meminimalkan dan menghapus perilaku menyimpang dari nasabah maka 
PT. PBRS Sukowati Sragen menerapkan: 
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1) Bank mengumpulkan lebih banyak informasi yang relevan dengan kinarja 
nasabah. Melalui informasi itu pihak bank akan dapat menyimpulkan bahwa 
keadaan riil manakala keadaan riil itu memanng direalisasikan. 
2) Membuat akad/perjanjian yang memiliki struktur insentif yang dapat 
mengurangi perilaku usaha yang curang dari nasabah. 
3) PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen mengadakan 






Dari perumusan masalah dan hasil penelitian, maka dalam penulisan tesis ini 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan penyaluran dana bagi hasil dengan akad mudharabah di PT. Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen sudah sesuai dengan hukum yang 
berlaku, namun masih rendah dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad 
murabahah, hal ini disebabkan beberapa faktor seperti kesulitan mencari dan 
mendapatkan nasabah yang jujur, berkarakter baik dan berintegritas tinggi, 
tingginya resiko yang ditanggung oleh bank, masih kurangnya Sumber Daya 
Manusia, sikap masyarakat yang masih menganggap bank syariah sama dengan 
bank konvensional dan tidak adanya standar moral dalam kegiatan pembiayaan. 
2. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
Sukowati Sragen dalam prinsip bagi hasil dengan akad mudharabah antara lain 
Sumber Daya Manusia yang masih kurang, Jaringan kantor yang masih terbatas 
B. IMPLIKASI  
1. Pelaksanaan akad  Mudharabah dengan prinsip syariah berkesan cukup prosedural,  
dikarenakan Lembaga Keuangan Syariah harus tunduk pada UU No. 21 Tahun 2008 
Tentang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN, dalam menghimpun dan menyalurkan dana 
masyarakat. Serta mengharapkan semua Lembaga Keuangan Syariah dapat menerapkan 
prinsip-prinsip perbankan syariah termasuk Akad Mudharabah, yang diatur dalam Fatwa 
No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tanggal  29 Dzulhijjah 1420 H / 4 April 2000 M tentang 
Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).    
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2. Dengan adanya implikasi akad Mudharabah di harapkan PT. BPRS Sukowati Sragen 
untuk lebih mengembangkan Ekonomi/Investasi sesuai prinsip perbankan syariah yang 
tidak mengandung unsur Riba  
C. SARAN 
Berawal dari hasil penelitian, analisa dan kesimpulan diatas, maka dalam 
tesis ini disarankan sebagai berikut: 
1. Ditempatkan Dewan Pengawas Syariah ditempat PT. BPRS Sukowati Sragen guna 
mengurangi timbulya kontrak yang tidak sesuai dengan syariah; 
2. Bahwa perekonomian Idonesia berbasis ekonomi kerakyatan maka PT. Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen untuk mengoptimalkan 
perekonomian yang berbasis kemasyarakatan artinya banyak memberikan 
pembiayaan dalam kegiatan ekonomi riil antara lain Usaha Kecil Menengah dan 
bidang pertanian. 
3. Untuk mengurangi kendala operasional seperti Sumber Daya Manusia PT. Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen dapat melakukan kerja sama dengan 
Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, dalam menghadapi resiko kerugian yang besar 
selalu setiap pembiayaan harus diadakan seleksi terhadap mudharib secara ketat 
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